
TENTANG

PEMBINAAN SATUAN PERLI NDUNGAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2OL4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat, dipandang perlu melakukan
pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat
guna penyelenggaraan perlindungan bagt
masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembinaan Satuan
Perlindungan Masyarakat Desa/ Kelurahan;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupa.ten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42701;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO8

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

BUPATI LI.'WU TIMUR
PROVINSI SUI"AWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LI.JWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017

Mengingat



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OlO tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O Tahun
2OO9 tentang Penugasan Satuan Perlindungan
Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman,
Ketertiban, Dan Keamanan penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

7. Peratwan Menteri Dalam Negeri Nomor g4 Tahun
?9L4 tentang Penyelenggaraan perlindungan
Masyarakat.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

P*r" rgra!u31 Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten t uwu fimur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai uns,r penyelenggara

pemerintahan daerah sebagai unsur penyerenggara pemeriniahan Daerahyang memimpin pelaksanaan urusan pemirintafran yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Daerah dan DPRD meriurut asas otonomi dan tugas
lepbanl_uan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisiem aanPrinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai;ana auatsuJaaum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Peny-elenggaraan perlindungan Masyarakat adarah pengorganisasian danpemberdayaan perlindungan masyarakat.
6. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga

malr_arakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untukmelaksaylgn kegiatan penaganan -bencana guna mengurangi danmemperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara - keairanan,
ketentraman dan Ketertiban masyarakat, kegiatan sosiat kemasyarakaan.

7. Satuan Perlindungan Masyararrat y",.g 
";hn;utnya aiseuui 

-a"tlir*""

lllt organisasi yang dibentuk obhl pemerintah Oesa/felurahandan
Deranggorakan warga - masyarakat yang disiapkan dan dibekalipengetahuan serta keterampilan ft..fr meutsanatan tegiatanpenang'rnan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bericana,serta ikut memelihara keamananl keteitraman dan ketertiban 

^"r""r"t",,kegratan sosial kemasyarakatan.
8' Anggota satlinmas 

"a"ur, warga Negnra Republik Indonesia yangmemenuhi persyaratan dan secari 
""r."?"u turut s€rta a.r** 

-Lgiat 
,perlindungan masyarakat.

9' Kecarnatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerahKabupa.ten.
lo' camat adarah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang d."il;'l.k;aan tugasnya memperolehpelimpahan kewenangan pemerintahan a"ri Arpati / *afikota. untut<

ffiffi 
-ffi 

.T:fff ."*"..otonomiaaerar,,aan,ir"r,yJr".,g;;;l1'tg""



11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

12. Kepala Kelurahan adatah pemimpin dan Koordinator penyelengstrraan
pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.

13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang
memiliki batas wilayah yang benrenang untuk mengatur dan mengurus
ururian pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa mas5rarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

1a. Kepala Desa/Desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan
kepafa Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

15. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
Mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adai istiadaf setempat yang dipakai dan dihormati dalam system
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pemerintah Desr adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

17. 
-satuan pitatsanaan adalah yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan
fungsi perlindungan masyarakat sesuai dengan bidang penanganan
masing-masing

18. Bencaia adafitr peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

meng€urggu kehi&upan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan'
Ua*1tetr falrtor alam dan/atau faktor nonalam maupgn faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
[ngkutgan, ferugian harta benda, dan dampak psikologis'

19. peiguntsi adalaliorang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa

kehlar -dari tempat tiiggalnya untuk jangLa waktu yang belum pasti

sebagai akibat dampak buruk bencana.
2o. Penyilenggaraan penangulangan bencana adalah serangkaian upaya

meliputi -p.netapan aeUijat<an pembangunan yang beresiko timbulnya
bencana, legiatan p".""gih* bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

21. Penanganan pengungsi ia"f"f, suatu upaya dan kegiatan yang ditunjukkon
- - t"p"ai p"t grrt gli 

".l"g"i 
akibat bencanl.Petang, bencana ?,lam' 

-bencana

"tiU"t 
rt"t *anusia, tti"..prt, akibat konllik sosial, yang meliputi langkah-

l".gk h penyelamatan/perlindungan. -evakuasi, 
pemberian bantuan

Jrffi.t, r"ir"bilit""i -"r,ti, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan

;;;;" fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan' pemberdayaan

dan pemindahan/relokasi'

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PeraturanBupatiinidimaksudkansebagaiPedomanbagiPemerintahDaerah,
Kecamatart serta Desa/Kelurahan untuk melakukan pembinaan Satlinmas

Desa/ Kelurahan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertuj uan agar pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan di

f"U,rf",.r, Luwu Timur i"p^t i"toig^nisir dan berjalan secara efektif dan

efisien.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

BAB TV

PENGORGANISASIAN
Bagran Kesatu

Persyaratan
Pasal 5

(1) pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan
dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Sadinmas di
Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

(2) Perekn-rtan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1)

dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945;
d. berumur sekurang-kurangrrya 18 (delapan belas) tahun dan/ atau

sudah menikah, dan maksimal 6O (enam puluh) tahun;
e. jenjang Pendidikan Minimal tamat SI;TP dan/atau sederajat;
f. sehat Jasmani dan Rohani;
g. bertempat tinsgal di wilayah Desa/ Kelurahan setempat yang dibulrtikan

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
h. bersedia membuat pemyataan menjadi anggota Satlinmas secara

sukarela dan kesanggupa.n untuk aktif dalnr kegiatan perlindungan
masyarakat.

Bagian Kedua
Perekrutal

Pasal 6

(1) Kepala Desa / Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/ Kelurahan.
(Zi n.i.L.rt^t sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

sukarela dan terbuka bagi seluruh warga yang memenuhi persyaratall
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
daUL pasai 6 ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Bupati'

Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 8

(l)KepalaSatlinmasDesa/KelrrrahandilantikolehKepa'lraSatuanPolisi' ' 
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah'

Ruang lingkup pembinaan satlinmas desa/ kelurahan meliputi:
a. pengorganisasian satlinmas desa/kelurahan;
b. tugas, hak dan kewajiban satlinmas desa/keluarahan;
c. pemberdayaan;
d. pelaporan; dan
e. pembiayaan.



(2) Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan dilantik oleh Kepala Satlinmas
Desa/ Kelurahan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Prqia dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.

(3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai
dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.

(a) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 9

(1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun atau diberhentikan.

(2) Anggota Satlinmas diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. pindah domisili;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan
e. mela-kukan perbuatan tercela; atau
f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 10

Satlinmas mempunyai tugas :

a. membantu dalam penanggulangan bencana;
b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. membantu dalam kegiatan sosial kemayarakatan;
d. membantu p..ra.rg"t rt ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam

penyelenggaraan Pemilu; dan
e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasai 11

(1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O terdiri dari :

a. kepala satuan;
b. kepala satuan tugas;
c. komandan regu; dan
d. anggota.

(2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Desa/ Lurah.
lgl S"!";"" org"t i"""i Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantumdalamLampiranllyangmerupakanbagiantidakterpisahkan
dari Peraturan BuPati ini.

Pasal 12

(1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (1) huruf a'
' 

"."rt, 
ex-officio dijabat oleh Kepala Desa/ Lurah'

(2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) huruf b'

ditunjuk oleh KePala Satuan.
(3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1) huruf c'

ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas'



(4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Pasal 13

Kepala Satuan T\rgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 I ayat (21

membawahi 5 (lima) regu yang terdiri dari :

a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
b. regu pengamanan;
c. regu pertolongan pertalna pada korban dan kebakaran;
d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
e. regu dapur umum.

Pasal 14

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan masing-masing Desa/ Kelurahan'

Pasal 15

Regu Kesiapsiagaan dan kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
a.melakukanupaya-kesiapsia-gaandanperingatandiniterhadapsegala

bentuk ar"^*"., bencana dan gangguan keamanan' ketentraman' dan

ketertiban MasYarakat;
U. mengintormasilan dan melaporkan segaia situasi yang dianggap berpotenst

bencana dan gangguan 
^ 
keamanan, ketentraman' dan ketertiban

masyarakat;
c. menjaring, menalnpung, mengkoordinasikan' dan mengkomunikasikan

data dan informasi a"# malyarakat mengenai potensi bencana da]1

gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

d.melakukanevakuasiterhadapwargamasyarakatdariwilayahlokasiterjadi
bencana dan gu.gg""tt ^keamlnan, ketentraman' dan ketertiban

masyarakat ke wilaYah aman; dan

". *.i"f.,rt"r, rehabilitasi, rel;kasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat

pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan'

Letentraman, dan ketertiban masyarakat'

Pasal 16

Regu pengarnanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b'

mempunYai tugas se bagai berikut:
a. melakuka., p"-r.,tl""t'-d"tt mt*aspadai segala bentuk ancaman.bencana

dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;

b. meminimati"ir aan)fi""' *t"ttg"it segala bentuk potensi bencana dan

gangguan k.aman.n, ketentramirr' dan ketertiban masyarakat;

c. melakukan p."g;;;;;'l;i;; pt"vtlamatan' evakuasi dan distribusi

bantuan bagi korban bencjna dan gangguan keamanan' ketentraman' dan

ketertiban masYarakat;
d. melakukan p".rariJt dan melaporkan jumlah pengungsi'. korban dan
" ;;;;; *rt tl Jiu"t utt'""t" d"t gangguan keamanan' ketentraman'

dan ketertiban masYarakat; dan

e. melakukan ..h"bili;;,-;!r"r.""i, .rekonsiliasi 
dan rekonstruksi darurat

oada fasilitas ,r.r-lr"g ru""k akibat bencana dan gangguan keamanan'

Letentraman dan ketertiban masyarakat'

Pasal 17

Recu Pertolongan Pertama pada 
-Grban 

.den kebakaran sebagaimana

X#L""i i'.i"'i*pi.J 1 ; h"'"f ;' memP,nJai tuqas selagai u.ry:.
a. memberikan p.tt";;;-;t#'n"al" 5otl"" dan pengungsi akibat

bencana dan g."s;;' il;;*' ketentraman' dan ketertiban

masyarakat;



b. memberikan pertolongan pertama pada korban kebakaran;
c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi

akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban
masyarakat; dan

d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiiiasi dan rekonstruksi darurat
pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dal gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud da'lam Pasal 13

huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan
gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

b. memberikan pertolongan pertana pada korban akibat bencana dan
gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat menujun lokasi aman bencana;
dan

d. melakukan rehabilitasi, relokasi,rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada

fasilitas umumyang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan,
ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Dapur Umum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut
a. mendirikan tenda darurat/ tempat tinggal sementara bagi korban atau para

pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan

ketertiban masYarakat;
b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para

pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman' dan
ketertiban masYarakat, dan

c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat
pada fasilitas tlmum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan'

ketentraman, dan ketertiban masyarakat'

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 2O

Anggota Satlinmas memPunYai hak :,

a. -mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
b. mendapatkan Kartu tanda anggota Satlinmas;

". 
*""a"ir"*". fasilitas, srratti-datt prasarana penunjang tugas operasional;

a. menaapattan biaya oprasional dalam menur-rJang pelaksanaan tugas;

e. mendafutkan santunan apa.bila terjadi kecelakaan tugas;

i. menaapatf.rn piagam pe;gharsaa; bagi- y-ang telah mengaMi selama 10- 
G;J"D tartui, a-ari aup"ii, zo laya pututr tatrunl dari Gubernur' dan 3o

itig" p"frf, ) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
g. mJrrgikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas'

Pasal 21

(1)PendidikandanPelratihansebagaimana.rtirnaksuddalamPasat2ohuntfa
adalah Pendidikan dan Pelatilan bidang Ketentraman dan Ketertiban

,rrnr*, Perlindungan-Masyarakat dan Fenanggulangan bencana oleh

iemerintah Daerah-, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan'
(2) Karhr Tanda anggota S"Uio-"" sebaggimana dimaksud dalam Pasal 2O

hurufbdikeluarkandanaita,,d"ta''ga''iolehKepalasatuanPolisiPamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah'



(3) Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf c disedialan oleh Pemerintah
Desa/Kelurahan.

(a) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O huruf f
difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasl22
Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:
a. menjunjung tingg nonna hukum, norrna agafila, hak asasi manusia, dan

norna sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. mentaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. mel,aporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya

gangguan perlindungan masyarakat; dan
e. mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasat

Linmas Desa/Kelurahan bagi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan'

BABVI
PEMBERDAYAAN

Pasal 23

(1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk
kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas'

(2) Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan :

a. pendidikan dan Pelatihan;
b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
c. peningkatan kesiaPsiagaan;
d. penanganan tanggap darurat;
e. pengendalian dan oPerasi; dan
f. pembekalan.

Pasal 24

meningkatkan

Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan dengan penyiapan posko

Satlinmas di tiap Desa/ Kelurahan.

Pasal 25

(1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan Pakaian
' ' Diiis Harian dan Pakaian Dinas La'pangan Satlinmas'

tZl FJ"ia, sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilengkapi dengan:

a. Atribut
b. perlengkaPan; dan
c. peralatan oPerasional.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 26

(1) Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan- mgnfamparkl-. .hP"t* hasil

oelaksanaan tugas satlinmas Kepada Kepala- Satuan Polisi Pamong Praja

b"" p.-"a"t" {"Urt rt"tt dan ditembuskan kepada Camat'

(Z) I^aporan seUagaimana aimatsua pada ayat (1) disampaikan secara berkala

setiap bulan Pada minggu Pertama'



(3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
menyElmpaikan laporan penyelenggaran perlindungan masyarakat kepada
Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan atau pendanaan untuk penyelenggaraan Satlinmas dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasa-l 28

(l) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya
operasional setiap bulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Ketentuan mengenai Standar besaran biaya operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini
diundangkan, harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lama I (satu)
bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangar Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

PARAF KOORDINASI
Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 29 llei 2O17

BUPATI LUW[.I TTMUR,

H. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 29 llei 2OI7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
.a

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2O17 NOMOR : 16
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I(EPATA SATUAI{ /
SEXREIARIS/XTU n-

I



1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN

SUMPAH JANJI SATLINMAS

2

BUPATI LUWU TIMUR,

M -THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI

Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara
Kesatuan-Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Thhan Yang Maha
Esa dan Beiazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban
hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat
dan melakukan pembelaan Negara.

Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara

i"Lt r.rr*n"publik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan
p"-"ri"t"f, daerah dalam meminimalkan dan/ atau mencegah segala

G;t"k potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan'

ketentraman,serta ketertiban masyarakat'

Kami anggota Satuan Perlindungan Mlsyarakat adalah Warga Negara

r<"ot""rt*n"publik Indonesia yang datam melaksanakan tugas selalu

;."g,ri;;;d, kepentingan nasionar-aiatas kepentingan pribadi dan

goloigan dengan *"*if"t g teguh disiplin, patuh dan taat kepada

hukum yang berlaku-

3
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN SATUAN
DESA/KELURAHAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

KEPAI.A SATUAN POUSI
PAMONG PRAJA KAB.LLIWU

TIMUR

CAMAT

KEPAI"A
DESA/KELURAHAN

KEPALA SATLINMAS

KEPALA SATUAN TUGAS

DANRU
PENGAMANAN

DANRU
PERIPI.oNGAN
PtsRTAMA PADA

KORBAN
KEBAKARAN

DANRU
PENYEI.AMATAN

& EVAKUASI

DANRU
DAPUR
UMUM

ANGGOTA

SAT

UNMAS

ANG@TA
SAT

UNMAS

AI{GGOTA

SAT

I,INMAS

AN66OTA

SAT

TINMAS

AI{GGOTA

SAT

LINMAS

AiIGGOTA

SAT

LINMAS

AI{6GOTA

SAT

UNMAS

ANGGOTA

SAT

LINMAS

ANGGOTA

SAT

LINMAS

ANGGOTA

SAT

LINMAS

DANRU
KESIA"PSIAGAAN

DAN
KEWASPADAAN

DINI

PARAF XOORD!NASI

SEh 5'1

BUPATI LUWU TIMUR,
TELAI{ DIPERIKSA
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9EXRETARISi Xru

ASISTEN

.THORIG HUSLER/"


